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ABSTRAKSI 


Kawasan Asia yang diken.1 dengan sebutan "Segitiga Emas" (Thailand, Laos dan 
Myanmar) .udah dikenallama sebagoi salah salu kawasan produsen narkotika ill dunia. 
Keberadaan opium di Myanmar bukan merupaknn tanaman asli. Tanaman lni baru ada 
sejakj.man koloniallnggris pacta tahun 1891, dim.n. tanaman opium di.mbil dari Indi. 
dan ditanam steara besar~besaran di Myanmar. 

Di Indonesia, narkotika sudah dikenal sejak jam.n penjajahan Beland •. Indonesia 
dipandang sebagai pasar yang menguntungkan bagi peredaran narkotika karen. Indonesi. 
dapat dijadikan sebagai negara transit hagi negara lain (dalam hal ini Myanmar) untuk 
mengedarkan narkotika. Myanmar sebagai negara konsumen narkotiks. Setelah 
kemerdekaannya, pemerintah RI dan pemerintah Myanmar berupaya menanggulangi 
narkutika dengan membu.! sejumlah Undang-Undang, kebijakan dan program 
rnenyangkut produksi. penggunaan dan distribusl narkotika. Pemerintah R1 membuat 
instruksi NO.6 tahun 1971 dan Inpres RI No.3 tahun 2002, sedangkan pemerintah 
Myanmar membentuk sejumlah kebijakan dan program. 

Skripsi ini bertujuan untuk membandingkan dan mengetahui kebijakan 
pemerintah RI dan pemerintah Myanmar dalam menanggulangi narkotika setta 
harnbatan-hamhatannya. Tenri yang dignnakan adalah konsep Kepentingan NaslOna], 
Knnsep Kebijakan dan Teori Perbandingan. Teknik Pengumpul.n Data yang digunakan 
adalah melalui studi pustaka dengan data yang diperoleh dan buku, sural kabar,internet 
dan artikel. Skripsi ini bersifal deskriptif-eksplanatifkarena menjelaskan hubungan scbab 
akibat variabel penelitian, menguji hipotesis dan memberikan gambaran mengenai 
kebijakan menyangkut penanggulangan peredaran narkotika olch pemcrintah Indonesia 
ion Myanmar. Penelitian dibatasi dati sojak maraknya peredaran narkotika dlkedua 
,egara y.kni pada tahun 1998 sarnpai 2004. 

Kebijakan pemerintah Indonesia dan peinerintah Myanmar dalarn menanggulangi 
1a,kOlik. diml.i kurang efektif karena dapat dilihat dari hambatan yang muneul datarn 
:remerintahan masing~masing negara, Indonesia mengalami lemahnya pengawasan di 
,"ndar udara, pelabuban dan perbatasan darat, serta Jemahoya penegakkan hukum. 
,edangkan program penanggulangan narkotika di Myanmar seringkati berbenturan 
wngan kebemdaan kelompok pemberontak yang melindungi tahan narkotika. 

:ATA KUNCI : Perbandingan, Kebijakan Pemerintah, Narkotika. 
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